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PERATURAN BUPATI KATINGAN.
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TENTANG

KEBUTUITA}.I PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (I{ET)

LINTUK JE}{IS PUPUK UREA, SUPERPHOS, NPK, ZA DAN ORGA}IIK N{ENURUT

SUB.S]EKTOIR TA}.IAMAN PANGAN, HORTIKULTURA' PERKEBUNAN

RAI:.YAT,PETERNAKINDANPERIKANA}'IBIJDIDAYAI.INTUK

WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OIO

Menimbang : a.

I}UPATI KATINGAN

bahwa dalam rangka mewujudkan Pr:ogram Peningkrilan Ketahanan

Pangan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian perlu didukung

dengan penyediaan sarana produksi (pupuk) sampai ke tingkat petani;

bahwa perrman pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi

dan produktivitas komoditas pertanian, untuk mencapai sasaran

tersebut dipandang perlu mengatur ketrutuhan pupuk bersubsidi untuk

seltor pertrauian di Kabupaten Katingan Tahun 2010 ;

bahwa unfltk meningkatkan kemampuan petani dalam petrerapan

pemupukan berimbang dipertukan adanya subsidi pupuk;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (IDT)

untuk Jenis Pupuk Urea, superphos, NPK, ZA dafr, organik menurut

sub-sektor Tanarnan P*g*,, Hortikultura, Perkebunan Ralryat,

Peternakan dan Perikanan Budidaya untuk wilayah Kabupaten

Katingan Tahun 2010.

b.

c,

l



Mengingat : l. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (l-embaran Negara Republilr Indonesia Tatrun 1992 Nomor

46, Tambahan Lembaran Negara Repubtik IndonesiaNomor 3478);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 1996 Nomor 99, Tarnbatran

Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katinggn, Kabupaten Seruyau, Kabupr$en Sukamar4

Kabupaten Lamandau, Kabupaten G'unung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Earito Timur di

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Repruflik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4180);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tafuun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M37)

sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang ){omor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerinr*h Penigganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahtrn 2005 tentang I'crubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemr,rintahan Daerah menjadi

undang-Undang (Lembaran Negara ltepubliL Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Lrdonesia Nomor

4543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-t Inr:lang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Unda:rg-Undang Nomor'

32 Tahun 2004 tentang I'*rnerintahan Daerah (Lembxran Negarar

Repubtik Indonesia Tatrua 2*08 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

undang - undang Nomor 33 Tatrun 2004 tentaflg llr'rimbangar,

Keuangan antara Pemerintah Pusrt dan Pemerintalr;rn DaerahL

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nr;rnor 126,

Tambatran l-embaran Negara Republi}: Indonesia Nomor 4'138);

)

3.

4.
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',t. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentrurg Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200ji

Nomor 140, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahufl 2006 tentang Pelaporat

Keuangan I(inerja Instansi Pemerintah (Lembaran l{egara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomot 25, Tanrbahan Lembaran Negara

Republik krdonesia Nomor a616);

Peraturan I,emerintah Noraor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

urusan Pomerintahan antara Pemerintah, Pemerintatran Daerah

Provinsi dan Pemerintairan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambalrart

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peratuan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tenttmg Pengelolaan

Uang Negara/ Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafuun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsenfasfl

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lLlrdonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Fenetapan Fupuk

Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimanet

telah diubalr dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Ta}11;61 2004

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002i

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatm dan Belanjal

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa I 8);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubahr

dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Trontang Pedoman

Pengadaan Barang dan Jasa Instansi I'emerintah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pernbapan Urusar:t

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerirrtah Kabupaterr

Katrngan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan TahLun 2008 Nomor

tt.
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1,6.

l'7.

peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lernbaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangl

pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah dengas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pengelolaalr Keuangan Daeratr;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentanl IiR'140/ 21 2001'

tentang syarat dan Tata Cara Fendaftaran Pupuk An-organik;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor'[0/ Permentani tjR.140l 21 2A0'l

tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawatr'

Spesifik Lokasi;

peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/ M'

DAG/ PER/ 2t 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

perdagangan Republik Indonesia Nornor 12l M-DAG/ PER/ 8/ 2008r

tentang Pelgadaan dan Penyaluran Ilupuk Bersubsicli Untuk Sektor

Pertanian;

peraturan Menteri Pertanian Nomor 118/ Perrrentar/ IiR.130/ 5/ 2009

tentang Pupuk organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

Peraturan iVlenteri Pertanian Nomor 5r0l Permentan/ SR130/ lll 2009'

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk

Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Itertanian Nomol

32l Permentad SR.130/ 41 2Ol0 tentang Kebutuhan drur Harga Eceran

Tertinggi (I{ET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahutl

Anggaran 2010 ;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 6341

MPP/Kep/ gt 2OOZ tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan'

Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2371 Y.ptsl OT.2l0l 41 2003'

Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaanr

Pupuk An-Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4561 Kp1,6ll 0T.1601 7l 2006

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Penglrajian Kebijakan

Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4651 Kptsl 0T.160/ 71 2006

tentang Pembentukan Tim Pengawas l'upuk Bersubsidi Tingkat Fusat;

1E.
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21.

zig.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4:23 Tahun 2003

tentang Kornisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan

Tengah;

peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4'0 Tahun 2009

tentang Ksbutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (IDT) Pupuk'

bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran }Arc'

MEMUTUSK"dITI:

PERATURANBUPATITENTANGKEBUTUHANPUPUK.

BERSUBSIDI DAN HARGA ECERA]'{ TERTINGGI (HET)

{"]NTUK JENIS PUPUK UREA, SUPERPHOS, N[PK, ZA DAN

ORGANIK MENURUT SUB.SEKTOR TANA}4A}I PA}'iGA}'I,

HORTIKULTURA, PERKEBI.'NA}{ RAKYAT, PETERNAKA]'i

DANPERIKA}IANBUDIDAYAUNTUKWILAYAH,
KABUPATEN KATINGAN TAHTIN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l.

Dalam Peraturan Bupati ini, Ymg dimtrksud dengan:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal urusarl pemerintahan

oleh Pernerintatr Daerah dan DPRD rtrenurut asas otonomi dan tugasr

pembantuart dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dralam sistem dan

prinsip Neg,ara Kesatuan Republik lntdonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang Dasar Negara Itepublik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai'

penyelenggara Pemerintatr Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Lermbaga Perwakilan Rakyat Daeratr sebagai unsru

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adatah BuPati Katingan.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan'

6:,. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan'

-t. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Katingan.

Menetapkan

1.



Cr

10.

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalamr

penyediaaanunsrrrharabagikepentingantanamansecaf,alangsung

atautidak langsung.

pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia,

fisika dan atau biologi dan merupa[<an hasil industri atau pabrik

pembuat Pupuk.

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya

terdiri dari bahan organik yang berasal tanaman dan atau hewan yang

telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yan€l

digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik,

kimia dan biologi tanah.

pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya

ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (tDT)

yang ditetapkan di penyalurl pengecer resmi di lini IV'

Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuaiL

dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapaii

produktivitas yang optimal dan berkelanjutan'

Sektor pertanian adalatr sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya

tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultrsa, perkebunarL

rakya! hijauan makanan temak, budidaya ikan dan udrmg' r
Petani adatah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan

lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanarnan pangan atau

tanaman hortikultura.

15. Pekebun adalatr perorangan waf,ga Negara Indonesia yang

mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, mLelakukan usahtt

tanaman Perkebunan rakYat.

peternak adalatr peroftmgan watrga Negara Inoonesia yanfi

mengusahakan lahan milik sendiri atau bukaq untuk budidaya

tanaman hijauan makanan temak yang tidak memiliki ijin usaha.

Pembudidayaan ikan atau udang ad.alah perorangall warga Negars

Indonesia mengusahakan lahan milik sendiri atarr bukan, untuli

budidaya ikan atau udang yang tidak rnemiliki ijin usalha.

Produsen a<lalah perusahaan yang meimproduksi dan atau mengadakal

pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) darr pupuk organilc

dalam negeri.

11.
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Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan l

Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia nomor2ll

M-DAG/ PER/ 2 I 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk'

bersubsidi untuk Sektor Pertanian' v

Penyalur di lini IV adatah Pengecer resmi sesuai kefi:ntuan Peraturau

Menteri Perdagangan dan Perindustrfuun Republik Indonesia nomot2ll

M-DAGI PER/ 2 t 2OO8 tentang Perngadaan dan Pernyaluran Pupuh

bersubsidi untuk Seklor Pertanian- v

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan

kepentingan dalam memanfaa&an sumberdaya pertanian untuk

bekerjasama meningkatkan produktivi.tas usatra tani dan kesejatrteraan

anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersa6a

pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk

Rencana Definitif Kebutuhan Kelomlrok EDKK) adzrlah perhitungan

rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tanji

berdasarkarr luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebu4,

peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok

tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesilik lokasi.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten adalah wadahr

koordinasi instansi terkait dalam penga\ilasan pupuk dan pestisi&r

yang dibentuk oleh BuPati.

BAB II

PERUNTT.]KAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebur5 peternak yang

mengusahakan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam

per keluarga petaui kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-

luasnya 1 (satu) hektar.

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) tidak

diperuntukkan bagi perusahaan tanauran pangan, hortikultura,

perkebunan, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya.
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BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(l) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan

berimbang spesifik lokasi dengatr rnempertimbangkan alokasi

anggaran subsidi pupuk Tahun 2010'

(2)) Alokasi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan , jenis

dan jumlalurya dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Katingan sebagaimana tercantuLm pada lampiran peratr:ran ini'

(:l) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan'

usulan yang diajukan oleh petani, pekebur5 peternak, pembudidaya

ikan dan afitu udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas

Teknis atau Petugas Penyuluh Lapangim (PPL)'

(4D Dinas yang membidangi tanaman pillgan, hortikultura, peternakan,

perkebunan dan pembudidayaan ikan dan atau udang wajib

mengadakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun

RDKK sest,lai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan

pupuk di tingkat Petani.

Pasal al

(i) Kekurangarr alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu kecamatan

sebagaimana Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antal

kecamatan.

G\ Realokasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh

Bupati berclasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian KabupatenL

Katingan. u-

(:l) Realokasi sebagaimana ayat Q) dapat dilaksanakan terlebih dahulu

atas rekome:udasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, sambil

meilrnggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan di

lapangan. u-

(rD Apabila atokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata tidak

mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi dari bulanL

sebelumnya atau alokasi bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan

sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi I (satu) tahun. v



BAB TV

PENYALURANDA}{HARGAECERANTEIITINGGI

PUPUK BERSUBSIDI '/
Pasal 5

(1) Pupuk bersrrbsidi sebagaimana pada Pasal 2 ayat(l) terdiri dari pupuk:

an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan olehi

produsen.

(,)Produsensebagaimarradimaksudpailaayat(l)adalahPT.Pupuk

Sriwijaya,PT.PupukKujang,PT.PupukKalimantanTimur,PT,

Pupuk Iskandar Muda dan PT' Petrokimia Gresik'

(1)

Pasal 6

pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersuhsidi sampai ke

penyalur resmi lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

MenteriPerdaganganNomor0T/M.DAG/PEN212009tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sencbr Pertanian'

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini w

ke petani atru kelompok tani diatur sebagai berikut : -

a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV

berdasarkan RDKK sesuai wilayah tanggung jawabnya

b. Penyaluran pupuk sebagaimanfl dimaksud pada huruf a'

mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditehpkan

dalam peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalart

Peratura:r Gubenrur dan Peraturan llupati'

(3) Untuk kelamcaran penyaluran pupuk bersubsidi di lioi tv ke petani

atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas

Pertanian K.abupaten Katingan melakukan pendataan RDKK melalui

petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di kecamatan sebagai dasar

pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana'

dimaksud Pasal 3 aYat Q).

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/

kelompok 1ffd ditalilkan melalui pendampingan penerapan pupuk

berimbang rpesifik lokasi oleh Petugas Penyuluh Laparngan (PPL).

(2:)



(1)

Q:,)

(5;) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV
dilakukan oleh petugas penga\/as yang ditunjuk sebagai suatu

kesatuan dari Komisi Pengawasan Ilupuk dan Pestisida (KP3) di

Kabupaten Ifutingan.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) harus c[iberi label tambahan berwarna merah, mtrdah dibaca dan

tidak mudah hilang/ terhapus yang bertulislcan :

*PUPUK BER.SUBSIDI PEMERINTAF[:

Barang Dalam Pengawasan

Pasal I

Produsen sebagaimana dimaksud dakun Pasal 5 ayat (2), dishibutor

dan penyalur di lini tV wajib meqfamin ketersediaan Pupuk bersubsidi

saat dibututrkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan

atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang

ditetapkan.

Untuk meqiamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimalsud pada ayat

(l) produsen dapat berkoordinasi dergaa Dinas Pertanian unhrk

penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi ,"hagaimana dimaksud

dalam Pasal4. t-
Pasal 9

Penyalur di lini tV yang ditunjuk harus ffire :,1tra] pupuk bersubsidi.

sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk [.]{'r'subsicli - sebagaimanar

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai krt&"",t :

- Pupuk Urea

- Pupuk SP,-36

- PupukZA

: l{p. l.g(1r r per kg

: llp. 2.()(i{ per kg

: l;[p. [.dq;i per kg

- PupukNPK Phonska (15:15:15) =lb. 2.3${:,' per kg

- PupukNFK Pelangi (20:10:10) :iRp. 2.30S," perkg

- Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) -Rp. 2.300,- prkg

(t)

(?.)

- Pupuk Org,anik =,Rp. 700,- per kg



(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atar[}o kg yang

dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau

udang di perryalur lini IV secara tunai'

BAB V

PENGAWASAN DA}{ PELAPORAN

Pasal 10

produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini rv

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Ben;ubsidi untuk Sektor Pertanian'

Pasal ll

(n) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Katingan

melakukan pemantauan dan pengawaan terhadap penyaluran,

penggunaarr dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten

Katingan.

(L) Komisi Peugawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Katingan dalart

melakukan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit

(POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) I Tenaga Bantu

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan'

Pasal 12

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupateu Katingan wajih

menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidti

kepada BuPati. r,-

(2) Bupati menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupu[<

bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Tengah' u""

(3) Gubernur lfulimantan Tengah menyampaikan laporan pemantaum

pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian. p
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Diundangkan di Kasorrgan
padatatggal: 2010 r

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN I(ATN,IGAN

CHRISTANTUI/O TI\TEL LADJU r,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGA}I
TAHUN 2010 NIOMOTR : . lA.-........

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yatrg belum diatur dalarn Peraturan Bupatt ini, sepanjangl

mengenai Fetunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis secala rinci akarr

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan

Bupati.

Pasal 14

Peraturan llupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setialr

oftulg mengetahuiny4 memerintahkan pengundlangan dengart

penempataunya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. r

Ditetapkan di Kasongan

prrda tanggal Lq 1{ilfi't 2010 i

]I}T'PATI ANr

DUWEL RAVTING I

KATXNG

L

SEKRETARIAT DAERA}I
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